PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN $DM

JI. Sultan Hasanuddin, Barru Telp/Fax : (0427)322004 Kode Pos : 90711

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARRU

NOMOR : 800/009/ KEP.BKPSDM/2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM,

Menimbang :

Menoinoat

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja

utama di lingkungan masing-masing;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru tentang Penetapan Indikator Kinerja

THama Radan Keneoswaian dan Peneembanean Sumber Dava Manysia

Tahun 2021-2026

IIndano-1Indane Nomor 29 Tahun 1050 tentane Pemhentukan Daerah

Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Namaor 74. Tamhahan T embaran Neoara Repuhlik Indonesia Nomaor 18221

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Neoara Renyhlik Tndonesias Nomor 3851). sehacaimana telah divhah denean

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-TIndang Nomor 30 Tuhun 2002 teptang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 64009);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah



10.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80):;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja
Utama;

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4)
Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru
Nomor 37). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor

1);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);

15. Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARRU
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BARRU TAHUN 2021-2026.

Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru sebagaimana tercantum
dalam keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh
masing-masing unit kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru untuk menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun
dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis
Tahun 2021-2026.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal, 24 Januari 2022

KRPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
EMBANGAN SDM KABUPATEN BARRU

Ir. IM NASRUDDIN, M. AP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640315 199003 1 015




LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARRU
NOMOR  : 800/009/KEP.BKPSDM/2022
TANGGAL : 24 Januari 2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARRU TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

l.
2.

3.

4.

SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARRU
TAHUN 2021-2026

Nama Unit Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tugas Pokok Membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman
yang ada untuk kelancaran tugas
Fungsi a  Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Mutasi, Promosi dan
Pengembangan Kompetensi;
¢. Perumusan kebijakan teknis di bidang Diklat, Penilaian Kinerja
dan Penghargaan;
d.  Perumusan, pelaksanaan, moniloring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
e. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
f.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama

Sasaran Renstra

Indikator Kinerja Utama Pengukuran Sumber Data

2

3 4 5

Meningkatnya kualitas

penerapan SAKIP pada
BKPSDM

Nilai SAKIP BKPSDM Berdasarkan LHE SAKIP LHE oleh
Inspektorat

Terwujudnya ASN yang
profesional dan
berintegritas

Indeks profesionalitas ASN Berdasarkan hasil pengolahan indeks Profesionalitas |Laporan hasil
ASN oleh BKN indeks oleh
BKN

Badan Kepegawaian Dan
SDM Kab. Barru

——————
fETI/NASRUDDIN, M. A P
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640315 199003 1 015




